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ABSTRAK 

ANALISIS YURIDIS PENJUALAN HARTA WAKAF YANG TIDAK 

PRODUKTIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 

TENTANG WAKAF (STUDI KASUS DI MASJID JAMI’ GOLANTEPUS). 
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1
, Suparnyo
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Magister Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Muria Kudus 

 

ABSTRAK 

Penjualan barang wakaf yang sudah tidak produktif banyak sekali 

dilakukan oleh masyarakat di indonesia terutama ketika ada pembangunan 

masjid. Akibat dari pembangunan masjid maka banyak barang wakaf yang sudah 

tidak produktif lagi (usang). Penjulan barang atau harta wakaf tesebut dilakukan 

atas kemaslahatan dengan harapan harta yang sudah tidak produktif lagi bisa 

kembali dirasakan manfaatnya. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan hukum 

positif dan hukum islam yang menjadi pedoman masyarakat di Indonesia. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui pendapat para mujtahid 

mengenai penjulan barang wakaf yang tidak produktif dan mengetahui 

bagaimana penjulan harta wakaf yang sudah tidak produktif (usang) ditinjau dari 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Wakaf. 

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan non-doktrinal 

serta menggunakan data primer dan data sekunder sebagai data pendukung yang 

akan di analisis secara kualitatif dan hasil datanya akan menjadi data utama. 

Hasil Penelitian ini mayoritas ulama hanafiyah, malikiyah, hanabilah 

memperbolehkan menjual atau mengganti barang wakaf akan tetapi ada beberapa 

syarat yang harus dilalui, berbeda dengan ulama syafiiyyah yang tidak 

memperbolehkan melakukan penjulan barang wakaf. Sedangkan Penjualan 

barang wakaf yang sudah tidak produktif (usang) menurut Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf  yakni tidak di diperbolehkan, akan tetapi 

ada pengecualian dimana nadzir boleh menukar barang atau benda wakaf dengan 

izin tertulis dari menteri dan atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Nilai tukar 

yang dimasud sekurang-kurangnya harus sama dengan harta benda wakaf yang 

semula. Undang-Undang 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sudah sesuai dengan 

teori hukum menurut gustav yaitu tentang tiga teori tujuan hukum yakni, 

keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum. 

Kata Kunci: Wakaf, Nadzir, Masjid. 
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ABSTRACT 

Many people in Indonesia sell waqf goods that are no longer productive, 

especially when there is a mosque being built. As a result of the construction of 

the mosque, many waqf items are no longer productive (obsolete). The sale of 

waqf goods or assets is carried out for the benefit of the hope that the benefits of 

assets that are no longer productive can be felt again. This is certainly very 

contrary to positive law and Islamic law which guide society in Indonesia. 

This study aims to find out the opinions of the mujtahids regarding the sale 

of unproductive waqf goods and to find out how the sale of waqf assets that are no 

longer productive (obsolete) is viewed from Law Number 41 of 2014 concerning 

Waqf. 

This research was conducted using a non-doctrinal approach and using 

primary data and secondary data as supporting data which will be analyzed 

qualitatively and the resulting data will become the main data. 

The results of this study are that the majority of hanafiyah, malikiyah, and 

hanabilah scholars allow selling or replacing waqf goods, but there are several 

conditions that must be met, in contrast to the syafiiyyah scholars who do not 

allow selling waqf goods. Whereas the sale of waqf goods that are no longer 

productive (obsolete) according to Law Number 41 of 2004 concerning Waqf is 

not allowed, but there are exceptions where nadzirs may exchange waqf goods or 

objects with written permission from the minister and with the approval of the 

Indonesian Waqf Board. The exchange rate referred to must be at least the same 

as the original waqf property. Law 41 of 2004 concerning Waqf is in accordance 

with the legal theory according to Gustav, which is about three theories of legal 

purposes namely, justice, expediency, legal certainty. 

 

Keywords: Waqf, Nazir, Mosque. 
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